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A. Latar Belakang Masalah
1. Permasalahan mengenai jatidiri bangsa
Jatidiri atau identitad merupakan hal penting bagi suatu bangsa sebab
akan menunjukkan ciri khas dari bangsa yang beksd#iag manakala
berhubungan dengan bangsa lain. Sebuah bangsa muékdru identitas karena
pada dasarnya membangun bangsa adalah membangtitagdsuatu komunitas
politik yang disebut bangsa (Sastrapratedja, 2@)6:4
Pembangunan jatidiri bangsa sejak awal merupakgramaenting dari
perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan nastaadil dan makmur.
Sebuah bangsa memiliki ciri khas, watak, karalatay kepribadiannya sendiri.
Soekarno dalam kursus Pancasila sebagai dasaran&gaggal 5 Juli 1958,
mengatakan; “... bangsa itu suatudividualiteit, sebagaimana individu
mempunyai karakter-karakter sendiri. ... tiap t@@anusia mempunyai watak
sendiri-sendiri. Demikian pula bangsa mempunyaiawaendiri-sendiri” (PSP
UGM & Yayasan Tifa, 2008: 100). Selanjutnya dikatak
“Kalau tidak ada paham atau rasa kebangsaan, bagaisaudara-saudara
kita bisa membangun perjuangan ini. Oleh karenadéuni segi negatif
harus paham kebangsaan ini kita masukkan ke dalarRancasila. Dari
sudut positif, kita tidak bisa membangunkan kuliapribadian kita
dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada rasa kebangsmg sehat. Kita
ingin menjadi satu bangsa yang hidup bersaudargattebangsa-bangsa

lain yang mempunyai kepribadian sendiri, yang memgpu kultur
setinggi-tingginya” (PSP UGM & Yayasan Tifa, 20080).

! Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Il (1898), kata jatidiri dapat
berarti identitas



Berkaitan dengan masa sekarang, | Nyoman Nana &uj2006:12)
menyatakan membangun jatidiri bangsa Indonesidalah membangun
“identitas ke-Indonesia-an” yang kuat. Membangatidiri bangsa Indonesia
memiliki tujuan untuk memperkokoh pengakuarhdadap simbol-simbol ke-
Indonesia-an, termasuk simbol kebangsaan IngmneSimbol kebangsaan
yang kuat sangat diperlukan oleh masyaraka lthngsa Indonesia yang
majemuk dan multikultural.

Menurut HAR Tilaar (2007:37), identitas atau jatignerujuk pada suatu
gambaran atau citra sebuah bangsa. Misalnya, @&atsalah satu citra bangsa
Indonesia yang dikatakan identitas bangsa adalkéndi sebagai bangsa yang
ramah tamah dan sopan. Citra diri sebagai identiiamenuntut kerja keras kita
untuk mempertahankan dan membinanya dari waktu &duw Identitas bangsa
Indonesia yang positif itu dapat dikembangkan damadtapkan melalui
pendidikan.

Pembangunan bidang pendidikan yang berkaitan depgagembangan
jatidiri bangsa sekarang ini mulai mendapat peahatiHal ini sebagaimana
terungkap pada rumusan fungsi pendidikan nasionadonesia, yaitu
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sea@apan bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupagsdaiPasal 3 Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003). Watak dan peradabanshangngandaikan adanya
sebuah jatidiri atau identitas sebagai bangsa kslan Tindak lanjut atas

kebijakan tersebut adalah dimuatkannya kelompok amapelajaran



kewarganegaraan dan kepribadian dalam kurikulumdigdan dasar dan
menengabh.

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kejmiba pada

SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/ MAMALB/

Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajataksudkan untuk

peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik sikéus, hak dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, beslaadgn bernegara
serta peningkatan kualitas dirinya sebagi manu&iasadaran dan
wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa danotize bela
negara, penghargaan terhadap hak asasi manusiajekeumkan bangsa,
pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gendenokiasi, tanggung
jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan memipayak, dan sikap

serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotigPenjelasan atas Pasal 6

ayat (1) butir b, Peraturan Pemerintah No. 19 TaQ05).

Berdasar hal ini dapat dinyatakan bahwa watak @aadaban bangsa bisa
ditandai dari tumbuhnya kesadaran dan wawasan baasa khususnya para
peserta didik dalam memahami hak dan kewajibangseébearganegara, memiliki
semangat kebangsaan, jiwa, dan patriotisme belaraegenghargai hak asasi
manusia, menghargai kemajemukan bangsa, dan detmsokra

Namun menjadi ironi bahwa jatidiri positif yang mpakan citra bangsa
Indonesia dewasa ini mengalami goncangan. Citrgdzaimdonesia yang dikenal
bangsa yang ramah tamah dan cinta damai di magenasional seakan-akan
berubah menjadi bangsa yang beringas dan kehilaragmn persatuan sebagai
bangsa Indonesia (HAR Tilaar, 2007:vii). Sejak ljatya Presiden Soeharto dari
kekuasaannya, kebudayaan sebagai tingkat yang lebithah dari peradaban
Indonesia cenderung mengalami disintegrasi yarjadmya krisis sosio kultural

yang diawali dengan krisis moneter, ekonomi, dalitibo/Azyumardi Azra,

2006: 149). Keadaan bangsa Indonesia sejak tah@@/1®08 dilanda krisis



multidimensi yang diawali krisis moneter, ekonopuwlitik, hukum, kepercayaan,

dan yang sangat fatal adalah krisis akhlak dan Inyarag mempunyai dampak

berkelanjutan sampai hari ini. Krisis yang semuigi& identitas menjadi lebih

dalam karena menyangkut hati nurani yang menceaniRkisis karakter, terlebih

lagi krisis yang berkaitan dengan jatidiri (SoentarBoedarsono, 2008: 5-6).
Menurut Iriyanto Widisuseno (2009:1), fenomena H&apan berbangsa pasca
reformasi dewasa ini justru ditandai dengan temgalidisorientasi nilai, distorsi

nasionalisme, ancaman terhadap negara kebangsamaremahnya nilai dasar

(core valué kehidupan.

Lemahnya nilai dasar kehidupan ini ditunjukkan dengkomitmen
sebagian masyarakat Indonesia terhadap nilai-miésar kehidupan semakin
melemah. Sebagian masyaraslaptisterhadap Pancasila sebagai nilai-nilai dasar
kehidupan. Banyak kalangan masyarakat memandangasikn tidak dapat
mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyanaé&@agjanggap bahwa Pancasila
merupakan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru.n®&elproses reformasi ini
Pancasila seakan akan terpinggirkan, Pancasilatilbaengalamhibernasi dan
tidak ada pihak yang berusaha menggugahnya (FuadaHa2006:38). Kaelan
(2007:6) menyatakan adanya suatu kekacauan penget@erihal Pancasila dan
kekerdilan anak bangsa tentang filosofi dan kepidoanya sendiri sehingga
menjadikan masyarakat kehilangan sumber dan sarerasi nilai. Sayidiman
Suryohadiprojo juga prihatin bahwa ternyata Pateaskarang ini disamakan

dengan budaya materialisme dan pragmatisme. Olem&atu kita perlu kembali



kepada budaya  asli bangsa Indonesia, yakni gotoywnRg

(http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=04D

Pudarnya komitmen bangsa atas Pancasila juga nies@ah satu
simpulan dari Deklarasi Bandung mengenai PendidilRancasila sebagai
Pendidikan Kebangsaan (2009), sebagai berikut;

Ketika Pancasila kurang dijadikan rujukan dalamideban berbangsa dan

bernegara, telah melahirkan dampak sebagai ber{l&)t,melonggarnya

persatuan dan kesatuan bangsa yang memperlemain&eutegara bangsa;

(b) menjauhkan bangsa dari nilai jati diri bangsasgperti gotong royong,

solidaritas, senasib sepenanggungan; (c) teroméiangagnya negara

bangsa dalam memecahkan masalah kebangsaan bidllg pkonomi,
sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan gimanldan dalam
menghadapi dinamika globalisasi. Kondisi seperti iantunya akan
mempersulit upaya meningkatkan daya saing bangsaywupadkan
kesejahteraan, dan kemandirian bangsa (DeklarasiuBay, Pikiran Rakyat,

1 Juni 2009).

Persoalan bangsa yang dihadapi saat ini adalatlis@jientasi dan belum
dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosadan ideologi bangsa, 2)
keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam juékan nilai-nilai esensi
Pancasila, 3) bergesernya nilai-nilai etika dalaghittupan berbangsa dan
bernegara, 4) memudarnya kesadaran terhadap Wdaibudaya bangsa, 5)
ancaman disintegrasi bangsa, dan 6) melemahnyankigmaa bangsa (Desain
Induk Pembangunan Karakter Bangsa, 2010: 16-19).

Dilupakannya Pancasila dalam konteks kehidupan aogda juga
dikemukakan oleh mantan presiden BJ Habibie daliaaig peringatan hari lahir
Pancasila 1 Juni 2011, sebagai berikut;

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila sedtatyap” dari

kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungamdupan bangsa yang
telah berubah baik di tingkat domestik, regionahupun global. Situasi
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dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 194®% +ahun yang
lalu— telah mengalami perubahan yang amat anyzda saat ini,
dan akan terus berubah pada masa yang datang. ... Kebelum-
berhasilan kita melakukan reaktualisasi aimilai
Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Handas kehidupan
nyata bangsa Indonesia. ... Kedua, terjadieyghoria  reformasi
sebagai akibat dari traumatisnya masyarakatterhadap
penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatakan
Pancasila ... berimplikasi pada munculnya ‘ananemsional’ tentang
pentingnya kehadiran Pancasila sebagaindnorm (norma dasar)
yang mampu menjadi payung kebangsaan yangaumgn seluruh
warga yang beragam suku bangsa, adat istiduiadaya, bahasa,
agama dan afiliasi politik (http://www.republika.id).

rsoalan mengenai ancaman terhadap kelangsungamankebangsaan
la dewasa ini ditunjukkan dengan adany&anoli sebagai berikut:

Rasa tidak aman/tidak tenteram bagi minoritas

Munculnya gerakan radikalisme yang tidak jarangeris dengan

langkah-langkah anarkhis, kekerasan dan amuk massa

Munculnya terorisme, yang dipicu oleh radikalismeengan

memanfaatkan melemahnya ideologi Pancasila

. Toleransi terhadap perbedaan pendapat sangat lemah

. Munculnya  elemen-elemen separatisme  dan kedaerahan/
primordialisme, dengan menafsirkan otonomi daerabbagai
federalisme
Pendekatan fragmentatif dalam menghadapi perspaiesoalan
bangsa.

. Ketiadaan atau kelangkaan tokoh panutan

. Perasaan gotong-royong, solidaritas dan kemitraag iemah

Ketidaksepahaman dalam mensikapi proses globalisasi

Iklim investasi yang buruk dan larinya modal asiffigreign direct

investmentsebagathe final aftermathgdan lain-lain (Muladi, 2006:2).

Pembangunan watak dan peradaban bangsa sampdi sejauga diakui

belum berhasil yaitu masih ditandai dengan karaltar jatidiri bangsa yang

belum kuat sebagai akibat dari semakin derasnyaglalbalisasi (RPJMN 2010-

2014).

Salah satu permasalahan dalam pembangursal $mdaya adalah

masalah karakter dan jatidiri bangsa yang belumt. k@lobalisasi yang



menyebabkan terjadinya interaksi antar budayanpgisagy mampu memunculkan
pengaruh positif tetapi juga telah menimbulkan peunly negatif, seperti semakin
memudarnya penghargaan pada nilai budaya dan baftiksasolidaritas sosial,
kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagiliaku yang tidak sesuai
dengan nilai, norma, dan pandangan hidup bangsandésih. Kondisi ini
ditunjukkan, antara lain, oleh munculnya gejala smannya kualitas penggunaan
bahasa Indonesia, menurunnya rasa cinta terhadajukprdalam negeri, serta
menurunnya sikap toleransi dan tenggang rasa dafasyarakat sehingga
menimbulkan potensi terjadinya pertikaian dan krdhtarwarga.

Gejala global berimplikasi terhadap masalah kebaagssebab globalisasi
khususnya globalisasi budayaultural globalizatio) disamping menciptakan
homogenisasi, juga memproduksi pemahaman-pemahabzn mengenai
budaya, kebangsaan, pandangan dirinya, apa yaog ti#akukan sebagai warga
negara, bagaimana warga terlibat, dan banyak dspeldari kehidupan sosial
(Kate Nash, 2000:53). Bahwa proses globalisasi tdapemperlemah atau
melongsorkan bentuk-bentuk identitas kultural suddtangsa (Kalidjernih,
2009:41).

Berdasar uraian di atas, menunjukkan bahwa petat@saperihal jatidiri
bangsa saat ini adalah munculnya krisis jatidirisis jatidiri ini ditandai dengan
berbagai fenomena negatif yang terjadi, salah gatadalah lemahnya nilai dasar
kehidupan. Lemahnya nilai dasar kehidupan ini dikakan nilai-nilai Pancasila

tidak lagi dijadikannya rujukan atau pilar bagi gEmgunan kebangsaan.



2. Permasalahan Pancasila sebagai jatidiri bangsa

Berbagai pendapat menyatakan bahwa jatidiri bahgsanesia memiliki
kaitan dengan Pancasila. Kaelan (2002:47) menyBbutasila sebagai jatidiri
bangsa. Hal ini dikarenakan jatidiri bangsa ituidiean nilai-nilai dasar yang
merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasags@amdonesia tentang
kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watakak, dan ciri
masyarakat Indonesia. Corak dan watak itu adalahgdza yang religius,
menghormati bangsa dan manusia lain, adanya parmsagiotong royong dan
musyawarah serta ide tentang keadilan sosial. -Nilai dasar itu selanjutnya
dirumuskan sebagai Pancasila.

Dikatakan pula bahwa Pancasila merupakan perygtdidiri bangsa
(Hardono Hadi, 1994:62), merupakan identitas kaltufAsa’ad Said Ali,
2009:72), Pancasila menjadi identitas atau jatiingsa Indonesia (Desain Induk
Pembangunan Karakter Bangsa, 2010: 9) dan bahwek&iakari identitas kita
hidup berbangsa dan bernegara adalah PancasilatK@éibisono, 2007:132).
Sastrapetedja (2006: 488; 2010:155) mengatakantitaenbangsa Indonesia
antara lain didasari oleh nilai-nilai Pancasila daancasila merupakan nilai-nilai
yang dapat digunakan untuk membangun atau mengk&siian identitas
sebagai bangsa. Berdasar hal ini dapat dikatakanaB#a memiliki hubungan
dengan jatidiri bangsa.

Meskipun Pancasila berkaitan dengan jatidiri bardma dapat dijadikan
sumber bagi pengembangan jatidiri bangsa, namurcaBida sebagai konsep

memiliki problem atau permasalahan akademik tetisendenurut Pranarka



(1985:365), pemikiran yang berkembang selama intatey Pancasila telah
memunculkan 5 (lima) masalah, yakni; 1) masalahb&um) masalah tafsir, 3)
masalah pelaksanaan, 4) masalah apakah Pancasslabject to changéan 5)
problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikitantang Pancasila. B
Sukarno (2005: 35) juga mencatat bahwa perkembapgamkiran Pancasila
selama ini menampilkan permasalahan-permasalahan:mdsalah sumber
Pancasila murni, 2) masalah tafsir Pancasila muhimasalah pelaksanaan
Pancasila murni, 4 masalah Pancasslabject chandge dan 5) masalah Pancasila
sebagai ideologi pembangunan dibandingkan dengawologi lain tentang
pembangunan masyarakat.

Permasalahan mengenai konsepsi Pancasila yang itherkdengan
pengembangan jatidiri bangsa adalah adanya prolbeterogenitas akan
kedudukan, makna dan tafsir tentang Pancasilaemalis (Pranarka, 1985:334;
Asa’ad Said Ali, 2009:52; Adian Huzaini, 2009:13aelan (2002: 46)
menyatakan memang terdapat berbagai pengertiandikan dan fungsi
Pancasila yang masing-masing harus dipahami sedeagan konteksnya.
Misalnya, Pancasila dikatakan memiliki 8 (delapejudukan sistematis sebagai
berikut: 1) Pancasila sebagai Jiwa Bangsa IndonediaPancasila sebagai
Kepribadian Bangsa Indonesia, 3) Pancasila selfgadlangan Hidup Bangsa
Indonesia, 4) Pancasila sebagai Dasar Falsafahr&ldégpublik Indonesia, 5)
Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber HularmNegara Republik
Indonesia, 6) Pancasila sebagai Perjanjian Luhug8a Indonesia, 7) Pancasila

sebagai cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia8)l&ancasila sebagai Falsafah



Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia (Darjiniddiharjo,1981:11).
Saat ini penafsiran atas Pancasila bukan lagi rafsiptseperti pengalaman
sebelumnya, tetapi telah menjadi multitafsir, selrmgna dikatakan Adian
Huzaini (2009:83), justru terjadi polemik tafsirriéasila karena satu Pancasila
beragam tafsir.

Problem atas beragam makna dan tafsir Pancastiaait disalahgunakan
oleh suatu kelompok untuk menjadikan satu tafsntetgeu dalam rangka
sosialisasi atau internalisasi Pancasila pada mesyta termasuk dalam konteks
membangun jatidiri bangsa. Pengalaman sejarah usebgh pada masa Orde
Lama, gagasan Manipol/lUSDEK dipahami Soekarno sebtajsir terhadap
Pancasila (Asa’ad Said Ali, 2009:32). Pada masa @aru, P4 dijadikan tafsir
tunggal Pancasila dengan metode penghayatan dagarpafannya (Adian
Huzaini, 2009: 127). Pancasila ditempatkan seba@galogi yang komprehensif
dan ideologi yang memonopoli kebenaran serta negargadi pihak yang paling
benar dalam menafsirkan dan mengajarkan Pancgsda’ad Said Ali, 2009:42).
Hasil studi David Bourchier (2007:338) menyatakahwa ideologi semacam itu
diajarkan dan ditanamkan melalui lembaga-lembagdidian mulai dari tingkat
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pancagadikin proyek ideologis Orde
Baru dalam bentuk indokrinasi dan pelaksanaan P4.

Dengan demikian di masa sekarang ini dapat munettbhpyaan yakni
dalam konteks Pancasila yang manakah nilai-nilaitigipat digunakan sebagai
dasar bagi pengembangan jatidiri bangsa. Hal imgimgat penjelasan atau tafsir

atas Pancasila itu sendiri memiliki keragaman.
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Selain tumbuhnya ragam pemikiran dan tafsir Palacasiewasa ini
gagasan tentang Pancasila tidak mendapat tempasdbggai wacana maupun
kebijakan penting dalam kehidupan berbangsa. MénBuanartono W Pranoto
(2010:1, 12), aplikasi dan konsistensi gagasan &dacmengalami pasang surut
tidak hanya pada saat ini, tetapi telah terjadamiajpengalaman sejarah sejak
tahun 1945. Pasang surut aplikasi dan konsistemscd3ila dalam sejarahnya
terbagi dalam periode 1945-1950, 1950-1959, 199%,19965-1998 dan 1998-
2010. Pada periode 1998-2010 sekarang ini, apliRasicasila sendiri selama
masa pemerintahan tidak ada perubahan dalam artorpaplikasi Pancasila
meredup.

Memang telah menjadi fenomena umum bahwa pada awefbrmasi
pamor Pancasila tampak meredup, sebagaimana dapataleh Jimly
Asshiddigie (2009: 40) terjadi perkembangan yanggat menarik yaitu sejak
bergulirnya era reformasi tahun 1998, kata Pareasénjadi semakin jarang
diucapkan, dikutip, dibahas baik dalam konteks gerean, kebangsaan, dan
kemasyarakatan. Mahfud MD (2008:1) juga menyataleatitas politik sangat
terasa bahwa sejak era reformasi semangat mengk@orPancasila mulai
mengendur. Di tengah kebebasan dan demokrasi yayajdm, kesan masyarakat
terhadap Pancasila pasca Orde Baru sekarang iangdierada pada titik jenuh
dan terjadinya penistaan terhadap Pancasila selb&dmt dari mistifikasi dan
ideologisasi Pancasila oleh Orde Baru (Gumilar Rm&dri, 2006:18).
Azyumardi Azra selaku Ketua Presidium lkatan Cetasian Muslim Indonesia

(ICMI) mengatakan bahwa komitmen melaksanakan Rdacdalam berbangsa
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dan bernegara semakin luntur. Hal ini disebabkaenalaju liberalisasi di segala
bidang baik politik, hukum, dan ekonomi yang bediuat dalam masyarakat
Indonesia (Antara News, 2 Desember 2010).

Alih-alih reformasi dan kebebasan, orang berpalpagda nilai-nilai
alternatif yang dipandang sejalan dan mendukungkger demokrasi saat ini.
Kalidjernih (2008:12) menyatakan karena Pancasiktlagi dijadikan instrumen
untuk menjagastatus quodan melanggengkan kekuasaan, ada kecenderungan
pelbagai individu dan kelompok mengajukan nilaimyasing-masing. Ada yang
mengedepankan nilai agama dan non sekulerisme.yAdg mengajukan hak
asasi manusia, tradisi, partikularisme, modernisii®ralisme, sekulerisme,
universalisme, dan kosmopolitanisme. Pada masa de‘Qeformasi” peran
Pancasila secara praktis terpinggirkan (Sastrajeate 2007:37). Ada
kecenderungan kepedulian anak bangsa terhadap dNégssatuan Republik
Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasajalke Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UNRI 1945, serta masa
depan bangsa semakin menunjukkan tanda-tanda yaagg menggembirakan.
Pancasila nyaris tidak lagi disebut-sebut oleh pétaolitik, para pemimpin dan
tokoh serta para ilmuwan dan agamawan kita (Tryisut, 2006:1).

Jika pada awal reformasi gagasan Pancasila tidakakalisuarakan, pada
kurun waktu akhir-akhir ini gagasan Pancasila mul&embangkan kembali
dalam berbagai wacana publik maupun kegiatan ilnRaimcasila yang pada awal
reformasi tampak dipinggirkan, mulai ramai lagi efipncangkan bahkan

perdebatkan di tingkat masyarakat dengan tujuamkuntencari makna dan
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kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernefgiean(Husaini, 2009:129).
Diskursus Pancasila dihidupkan lagi bukan untuk gotang sejarah, tetapi
meletakkan kembali Pancasila secara proporsional klantekstual dengan
semangat zaman (As’ad Said Ali, 2009: 50).

Diskursus Pancasila telah muncul dalam bentuk kagidmiah yang
diprakarsai oleh perguruan tinggi. Beberapa kegidtaiah seputar Pancasila itu
adalah Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasilaeleinggarakan oleh
Universitas Indonesia (Ul) tanggal 31 Mei 2006, 88ahan dan Simposium
Pancasila di Universitas Gadjah Mada (UGM) tangb&il5 Agustus 2006,
Seminar Nasional Pendidikan Pancasila sebagai @kadi Kebangsaan
diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indarn(@i1) tanggal 1 Juni 2009,
Kongres Pancasila | di Universitas Gadjah Mada ()@iviggal 31 Mei — 1 Juni
2009, Kongres Pancasila Il di Universitas Udayamagal 31 Mei -1 Juni 2010
dan Kongres Pancasila Il di Universitas AirlandgiNAIR) tanggal 31 Mei -1
Juni 2011.

Berbagai wacana ilmiah mengenai Pancasila dapat peraya
pemahaman atas Pancasila. Namun demikian, yangutkan bukan sekedar
pemahaman atas Pancasila, tetapi juga bagaimanacadfan itu
diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa damebara. Pemikiran
akademis yang berkembang mengindikasikan perluniagkutan sosialisasi,
internalisasi, aktualisasi, implementasi, atau apagebutannya yang bermaksud
melaksanakan kembali Pancasila. Perlu dilakukanbaiiean internalisasi

Pancasila ke segenap masyarakat Indonesia (GR &gn2006: 30). Upaya
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melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilaiinfancasila sebagai dasar hidup
bersama bangsa Indonesia merupakan suatu impediik ataupun yuridis
(Kaelan, 2007:12). Penting ditegakkannya komitmelap seluruh komponen
bangsa untuk menerapkan Pancasila secara konse#tarerkonsisten dalam
berbagai bentuknya (Jimly Assidiqgie, 2009: 43)viRdisasi Pancasila perlu
dilakukan demi pelurusan makna nilai-nilai yangagi#ungnya, yang sekarang ini
banyak direduksi (Daoed Joesoef, 1 Juni 2011).

Berdasar pendapat —pendapat di atas, berarti pamikitas Pancasila
bukan sekedar pemahaman atas tafsirnya, tetapi mugayangkut masalah
pelaksanaan atau operasionalnya (Pranarka, 198%. Béstru dewasa ini diakui
oleh Saafroedin Bahar (2007:3), tidak mudah menlapa Pancasila karena
memang tidak demikian banyak perhatian diberikapalla bagaimana cara
melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara $aewgsegonal ke arah tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan denykiag perlu dilakukan
dewasa ini selain menyangkut masalah pamahaman bamay atas kedudukan
dan makna Pancasila, juga masalah pelaksanaanimapdementasi Pancasila

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

3. Permasalahan implementasi Pancasila melalui PKn

Terlepas dari problem yang melingkupinya, Pancaddéam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ntehikian pelaksanaan atau
implementasi. Tuntutan untuk melaksanakan Parcésihh menjadi ketetapan

politik kenegaraan yaitu berdasar Ketetapan MPRNRI XVIII/ MPR /1998
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tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. Il / MPB®78 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka PraBetyea Karsa) dan
Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagaindgasa. Ketetapan MPR
tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimama&slichdalam Pembukaan
Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar negara egar&l Kesatuan Republik
Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dahimupan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi masmaemiliki implikasi
imperatif yuridis maupun politis untuk diaktualigas, dikontekstualisasikan
atau diimplementasikan dalam kehidupan. Aktuali®sicasila dapat dilakukan
dengan berbaga cara antara lain; revitalisasi esp@bgis, menjadikannya
sebagai landasan etik pengetahuan, sosialisasit lependidikan, dan
menjadikannya sebagai sumber material hukum Indon@g&elan, 2007:12).
Sastrapetedja (2007:26) juga menyatakan bahwa utikaih “mediasi” untuk
kontekstualisasi dan implementasi Pancasila yaitelaln interpretasi,
internalisasi atau sosialisasi, misalnya melaluidigikan, agar nilai Pancasila
melembaga baik pada individu maupun masyarakat. gil@n pada kedua
pendapat di atas, pendidikan dapat dijadikan ssddin jalur dari implementasi
nilai-nilai Pancasila.

Tentang pelaksanaan atau implementasi Pancasi#andaéndidikan ini
memberi tantangan akan pentingnya penguatan kentédi-nilai dasar
kebangsaan, jatidiri bangsa atau identitas bangsbab sebagaimana telah
dikemukakan sebelumnya, Pancasila dapat dijadikerber bagi pengembangan

jatidiri bangsa. Tantangan ke depan adalah mennalilan melestarikan nilai-
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nilai tradisi luhur seperti, cinta tanah air, nil@olidaritas sosial, dan
keramahtamahan yang menjadi identitas budaya yarfgrigsi sebagai perekat
persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupaarakagy(RPIJMN 2010).
Terhadap tantangan demikian dibutuhkan kemampuanmbaregun kembali nilai-
nilai luhur bangsa tersebut melalui pembangunaangaosial budaya, khususnya
pembangunan bidang pendidikan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangujasidiri bangsa.
Bahwa peranan pendidikan sangat besar artinya atidahenumbuhkan dan
mengembangkan identitas bangsa Indonesia (HAR rTi2@07:39). Masalah
jatidiri merupakan salah satu masalah yang dianggaprtant sebagai masalah
bangsa yang idealnya perlu diselesaikan terlebiluldaagar bisa menyelesaikan
masalah-masalah yangrgent (Tim Sosialisasi “Penyemaian Jatidiri Bangsa”,
2003:10). Masalah yangrgent (genting) merupakan hal yang tampak seperti
korupsi, narkoba, tawuran, dan lain-lain, sedangk@asalah yangmportant
(penting) adalah masalah yang tak tampak, sepedii fiekerti, keteladanan, hati
nurani, watak, dan jatidiri.

Perihal pendidikan karakter merupakan hal pentiegabk pendidikan
nasional sasarannya adalah lahirnya manusia Indogasg berkarakter yaitu
cerdas, religius, patriotik, humanis, dan memiliaisa keadilan yang tinggi
(Soedijarto, 2008:16). Prof Slamet Iman Santossedlitar tahun 1960-1970 juga
menyatakan bahwa pembinaan watak merupakan tugasautpendidikan
(Soemarno Soedarsono, 2008: 23). Pendidikan karadmestinya dibarengi

dengan gerakan kembali kepada nilai-nilai yang aedking dalam Pancasila
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sebab Pancasila sebagai kepribadian bangsa yangersatukan seluruh bangsa
mesti dipahami sebagai hal yang sentral dalam piwai karakter (Doni
Koesoema, 2007:207). Salah satu sumber nilai dgdandidikan budaya dan
karakter bangsa adalah Pancasila (Kemdiknas, 2010:8

Persoalan mengenai karakter, jatidiri, dan idesitangsa berkaitan dengan
pendidikan kewarganegaraan suatu negara bangsaasigc Indonesia.
Dikemukakan oleh Will Kymlicka (2001:293) bahw&itizenship education is
not just a matter of learning the basic facts abihét institutions and procedures
of political life; it also involves acquiring a r@e of dispositions, virtues and
loyalities that are immediately bound up with theagtice of demaocratic
citizenship”. Kalidjernih (2008: 128) juga mengatakan bahwa tadsgang
dihadapi bangsa Indonesia selama transisi demokrasseperti ketidakadilan,
korupsi, degradasi lingkungan, dan kekerasan mkamptantangan berat dalam
upaya merevitalisasi cita sipil, khususnya melpkndidikan kewarganegaraan.

Salah satu tantangan pembangunan karakter atdurij@gngsa Indonesia
sekarang ini adalah bagaimana negara Yyang bergledRancasila ini
mengembangkan pendidikan dan membudayakan niki-Ridncasila melalui
Pendidikan Kewarganegaraan / PKn (Sapriya, 2007.32Rendidikan
Kewarganegaraan berperan penting dalam pembudagealogi Pancasila dan
menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan rkattatal yang positif
(HAR Tilaar, 2009:171; 2007:59). Pendidikan kewaiggaraan secara sistematik
adalah dalam rangka perwujudan fungsi dan tujuandig&an nasional

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Udin Wmata, 2008:1). Bahwa
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pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UBDIN45 (Pasal 2 Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003).

Pada konteks membangun visi kenegaraan dan kelzengsdonesia yang
dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, Palacamumnya dinyatakan
sebagai tujuan akhir terwujudnya konsepsi kewargg@an Indonesia yang ideal.
Dari masa ke masa dokumen resmi kenegaraan mekanjukal itu. Tujuan
pendidikan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 186tang Pendidikan dan
Pengajaran adalah “... membentuk manusia susilg gakap dan warga negara
yang demokratis dan bertanggung jawab tentang &@sepan masyarakat dan
tanah air’ dan “ ... pendidikan dan pengajaran &gackan atas asas-asas yang
termaktub dalam Pancasildan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indoiidgialim Purwanto, 1998:
27). Tujuan pendidikan menurut Keputusan PresidemM&® 145 Tahun 1965,
adalah “..melahirkan warga negara yang susila, yang bertamggawab atas
terselengaranya masyarakat sosialis Indonesiadadimakmur spiritual maupun
material dan berjiwa pancasila’ (Udin WinataputraQ01: 258). Tujuan
pendidikan menurut Tap MPRS No. XXVII tahun 1966alai membentuk
manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuantkate seperti yang
dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1d4b isi Undang-
Undang Dasar 1945. Dokumen terbaru menyatakan baRgadidikan
Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang rkeskBn pada
pembentukan warganegara yang memahami dan mampksaeakan hak-hak

dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indangsing cerdas, terampil,
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dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila daiD NRI 1945
(Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar KEmpetensi dasar
Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi ahdahahasiswa menjadi
iimuwan dan profesional yang memiliki rasa kebaagsdan cinta tanah air,
demokratis berkeadaban, menjadi warga negara yaegpiliki daya saing,
berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam memhandgehidupan yang damai
berdasarkan  sistem nilai Pancasila (Keputusan mirj@ikti No.
43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu Rambu Kelompok MatKuliah
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi). efaan yang dilakukan
Kalidjernin  (2007:3) juga menunjukkan bahwa fokus engidikan
kewarganegaraan di Indonesia pada tahun 1964, 1958, 1984, dan 1994
adalah pembentukan manusia Pancasila.

Di sisi lain bahwa landasan konseptual Pendidikaw&tganegaraan
(PKn) meliputi landasan pokok yaitu Negara KesatirRapublik Indonesia,
landasan filosofis Pancasila, landasan normatiflahd@JUD NRI 1945 dan
landasan psikologis yaitu perilaku warganegara ri{$ap2007:156). Pancasila
baik sebagai ideologi dan dasar negara merupakaarbadari landasan
konseptual PKn. Sedangkan ontologi PKn meliputidviisgra Indonesia, Manusia
sebagai Pribadi, Kekayaan Alam dan Budaya IndoneKiesadaran atas
Kelndonesiaan, dan Jatidiri sebagai Bangsa Indar{8sipriya, 2007:156). Dalam
dokumen Pendidikan Kewarganegaraan juga dinyatdiamwa salah satu
subtansi kajian PKn persekolahan maupun perguringugitadalah Pancasila

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan Keputusan rDDjgti No. 43 Tahun
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2006). Secara kontekstual sistem pendidikan kewaggraan (spkn) di Indonesia
dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahimnaseptive berupa agama dan
Pancasila (Numan Somantri, 2001:164; Udin Winatap@001:317).

Berdasar uraian di atas, dapat dinyatakan bahweaBien bisa berperan
dalam mengembangkan jatidiri bangsa melalui penigimentasiannya kedalam
Pendidikan Kewarganegaraan/PKn. Namun masih tatdagmblem mengenai
materi dan tafsir manakah dari Pancasila yang ddijgaimbangkan sebagai isi
PKn, mengingat Pancasila sendiri memiliki persoatialam hal tafsir atau
maknanya, sebagaimana terungkap pada permasalatiaa. Problem ini dapat
diperjelas lagi yakni isi Pancasila apakah yangdhknya dimuat dalam PKn

sehingga dapat memperkuat jatidiri bangsa.

4. Permasalahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKmjalhesia

Upaya menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan dinksla sebagai
sarana bagi pendidikan Pancasila pernah dilakukala pnasa Orde Baru, yaitu
dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan MarataBila (PMP) berdasar
kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984 serta pelaj®@amdidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) berdasar kurikulum 1994.UMademikian, usaha itu
sekarang ini dianggap tidak berhasil. Muatan Palacagalam pendidikan
kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi &bkm Azis Wahab dan
Sapriya (2007:298) menyatakan pendidikan Pancagilag termuat dalam
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKmntet®94 memiliki

kelemahan, antara lain: 1) kurikulumnya banyak dnaa oleh perspektif
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pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingananggartopik-topik yang
diangkat lebih mengedepankan penguatan kedudukaerpgah yang berkuasa,
dan 3) PPKn lebih dijadikan sarana pendidikan @ojiang cenderung “sepihak”
dan “monolog” untuk mendukung kelanggengan ordegyberkuasa. Menurut
Koento Wibisono (2007), pendidikan Pancasila dikagukemanfaatannya dan
keberhasilannya karena tidak dapat diukur secasmakekuantitatif. Hal ini
dikarenakan metode positivisme yang menggunakarehtadam ilmu alam kini
marak diterapkan dalam ilmu sosial, yang dampakmga menimpa pendidikan
Pancasila. Akibatnya banyak perguruan tinggi mepgsiaya dari kurikulum
pendidikan atau menjadikan mata kuliah pilihan karedirasakan hanya

menambah beban mahasiswa (http://www.pelita.oetdkartikel.php?id=31198

Kritik terhadap pendidikan Pancasila antara lauyssansinya dianggap
idealis dan utopis, terlalu indoktrinatif, monotogsgarat kepentingan penguasa,
materinya terjadi pengulangan semata, dan hanygadikan orang menghafal
tetapi tidak melaksanakan (Listiono Santesaal, 2003:19-20). Pendapat yang
sama juga menyatakan bahwa pendidikan kewargarsgadalam label
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPkat) berfungsi sebagai alat
penguasa untuk melanggengkan kekuasaan (MuchsoB08R;1). Suatu seminar
Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraanryeima bahwa Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang bertajeanbentuk budi pekerti
luhur telah gagal mencapai sasaran. Pendidikan sadah dilaksanakan puluhan
tahun itu hanya menghasilkan warga negara yanghgurartanggung jawab dan

bahkan mematikan hati nurani (Kompas, 16 Juni 208&hkan untuk masa
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sekarang ini, menurut Yuliandri, dinilai 'gagalbagai media pemahaman nilai-
nilai Pancasila. Pembelajaran pendidikan kewargamaag hanya sekedar
menyampaikan sejumlah pengetahuan (ranah kogrsefjangkan ranah afektif
dan psikomotorik masih kurang diperhatikan (Kapgit@m, 29 September
2009). Pembudayaan Pancasila sebagai ideologi dermya indoktrinatif dari
pemerintah kepada generasi muda melalui Pendidd@marganegaraan gagal
karena caranya yang tidak sesuai dengan hakekaidgean itu sendiri (HAR
Tilaar, 2009: 172).

Dari beberapa pendapat di atas menyatakan secauan ukegagalan
pendidikan Pancasila adalah pada metode pembelajaa Pendidikan akan
internalisasi nilai-nilai Pancasila lebih banyaklakiukan melalui metode
indoktrinasi oleh penguasa. Namun demikian metcetabelajaran indoktrinasi
tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya penyetegagalan pendidikan
Pancasila. Menurut Kalidjernih (2008: 1-4) sebeypartidak cukup menyatakan
bahwa kegagalan pendidikan kewarganegaraan di ésion disebabkan
indoktrinasi dari rezim. Terjadinya indoktrinasindingkinkan oleh adanya tiga
faktor yaitu institusi negara, struktur masyaral@dn kultur masyarakat yang
melingkupinya yaitu gagasan-gagasan kewarganegardanesia pasca-kolonial.
Pancasila sebagai landasan sekaligus menjadi miigikan kewarganegaraan
Indonesia, sekalipun sangat bermakna dan tidak gukem membantu
memoderatkan ketegangan-ketegangan komunal, oleérdpga pemimpin Orde
Baru telah digunakan untuk memelintir komunikasngydermakna antara para

pemimpin dan kawula mereka. Gagasan-gagasan kevemy@aan Indonesia
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pasca kolonial turut mempengaruhi bagaimana Pdacasiktu itu ditafsirkan.
Pancasila lebih ditafsirkan kedalam filsafat ingéigme yang memandang
masyarakat sebagai sistem yang saling berhubungemjadi bagian tak
terpisahkan dari suatu kesatuan atau masyarakaikrg

Program indoktrinasi ideologis Pancasila melalundigikan Pancasila
masa Orde Baru, oleh David Bourchier (2007:448umjitkkan dalam teks
Pendidikan Moral Pancasila untuk anak-anak sekalakar bahwa terdapat
rangkaian kesatuard@ntinuum antara keluarga, masyarakat, dan negara. Konsep
Pancasila ditafsirkan menurut aliran pikiran ine#éigme dan nilai-nilai Pancasila
yang dimuatkan dalam buku teks PMP lebih berisigagasan integralisme,
seperti hiraraki, ketertiban, toleransi, kepemimapindan keluarga. Studi Samsuri
(2010:17-19) menunjukkan bahwa PKn masa Orde Bagaciptakan model
pendidikan yang bersifaiop-down, artinya kategori warga negara yang baik
merupakan kategorisasi negara terhadap warga nbgadasarkan tafsir negara
mengenai apa yang baik dan buruk sebagai wargaajdnkan sebaliknya warga
negara yang menentukan kategorinya sendiviicQvirtues (kebajikan-kebajikan
warga negara) disajikan dengan cara memasukanirRaterasila dari butir-butir
P4 sebagai keharusan pedoman atau arah petunghkatinaku setiap warga
negara.

Berdasar pendapat-pendapat di atas, dapat dikemuk&kahwa isi
Pancasila berikut tafsir yang diberikan turut mengaguhi perkembangan
pendidikan Pancasila. Tafsir yang diberikan besgkaitlengan gagasan-gagasan

kewarganegaraan yang melingkupinya di waktu ittnyaklama masa Orde Baru.
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Dengan demikian, penting untuk ditelaah bahwa ssddih problem yang
patut diduga menyebabkan kegagalan pendidikan Biencali sekolah adalah
belum jelas dan mantapnya isi atau konten Pancgailg hendak disosialisasikan
serta rumusan jatidiri bangsa yang bermuatan Pi#anckss Pancasila apakah dan
nilai-nilai Pancasila yang manakah sebagai cermja#idiri bangsa Indonesia
yang seyogyanya dapat dijadikan muatan dalam Pi&gadidKewarganegaraan
saat ini belum terumuskan secara jelas dan beRewblem ini dapat ditengarai
oleh sebab adanya heterogenitas pemikiran atasa§lEndu sendiri, tafsir atas
Pancasila yang diberikan, dan gejala adanya keeaggantuk menjadikan
Pancasila sebagai bagian penting dari pembangatidimijbangsa.

Persoalan tentang isi, konten, atau muatan Paacdsibm PKn juga
penting untuk dijelaskan oleh karena Pancasilaisesebagai objek kajian atau
muatan PKn di Indonesia telah lama diakui danaljan. Materi Pancasila dapat
dikatakan sebagai bahan PKn yang bersifidie® Great Ougtitdimana setiap
bangsa pasti akan melakukan internalisasi bahaeher sebagai persyaratan
objektif bangsa yang bersangkutan (Numan Somar2001:308). Materi
Pancasila dalam PKn termasoéntent structural formayang bersifat tetap dan
menjadi pemersatu (Sapriya, 2007: 189). Sebagarimang bersifatThe Great
Ought dan termasukcontent structural formal seharusnya materi Pancasila
bersifat tetap dan tidak berubah. Namun dalam paskegannya, ternyata
pendidikan Pancasila sebagai kemasan kurikuleh telangalami pasang surut
yang ditandai dengan kelemahan konseptualisasdak&bnsistenan penjabaran,

dan terisolasinya proses pembelajaran nilai Pdiac@siin Winataputra, 2008:3).
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Berdasar pernyataan di atas, menarik untuk dilajhpl materi Pancasila
sebagai isi PKn di Indonesia. Hal ini dikarenakarkpmbangan pemikiran,
wacana, dan kebijakan seputar Pancasila akan bpattapada isi atau muatan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terutama dalammiesigimplementasikan

nilai-nilai Pancasila sebagai sumber pengembarajatirj bangsa.

B. ldentifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, megkanubahwa
masalah lemahnya jatidiri bangsa berkaitan dengdmorf kuatnya pengaruh
perubahan yang dibawa oleh globalisasi, fenomergsksosio kultural, nilai
Pancasila tidak lagi dijadikan sumber normatif pangangan jatidiri bangsa dan
belum mantapnya pembangunan jatidiri bangsa melRliKin. Faktor nilai
Pancasila sebagai sumber pengembangan jatidirishasgsungguhnya dapat
diimplementasikan sebagai isi atau muatan matésinmd&®Kn. Namun demikian,
implementasi muatan Pancasila dalam PKn yang tdltkukan selama ini
menunjukkan terjadinya ketidakkonsistenan dan geberubah—ubahnya materi
muatan Pancasila. Ketidakkonsistenan muatan P#ncdshungkinkan oleh
adanya heterogenitas pemikiran dan pasang surukasipldan konsistensi
Pancasila dalam pengalaman hidup berbangsa. Sebauan PKn yang bersifat
“The Great Ougfit dan “Content Structural Formal seharusnya muatan
Pancasila memiliki perumusan yang benar, tetap,baasifat menjadi pemersatu

bangsa.
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Penelitian ini akan memfokuskan pada masalah iau ahuatan
Pancasila diimplementasikan melalui Pendidikan Kgamegaraan (PKn) yang
diduga dapat mengembangkan jatidiri bangsa. Denfgkus ini, maka
dirumuskan masalah penelitian yaibagaimanakah is pembelajaran yang
memuat Pancasila diimplementasikan melalui Pendidikan K ewar ganegar aan
(PKn) sehingga mampu mengembangkan jatidiri bangsa?

Agar rumusan masalah penelitian tersebut lebiheterpi, maka
dijabarkan kedalam pertanyaan-pertanyaan pemelg&bagai berikut;

1. Berdasar pada analisis literatur, dokumen kurikylwan buku teks PKn,
apakah isi atau muatan Pancasila sebagai sumbeeméangan jatidiri
bangsa telah dikembangkan sebagai materi PKn dia®gk Makna atau tafsir
apa dari Pancasila yang dikembangkan sebagai nratartersebut ?

2. Berdasar pengamatan dan wawancara di lapanganatapafteri Pancasila
sebagai sumber pengembangan jatidiri bangsa té@lapldmentasikan dalam
pelaksanaan pembelajaran PKn di sekolah? Bagainmaaieri tersebut
diorganisasikan dalam pembelajaran PKn di kelas?

3. Berdasarkan analisis literatur dan pandangan pakarpapakah isi rumusan
jatidiri bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pa&fea yang seharusnya
diimplementasikan sebagai materi Pancasila meaRiui di sekolah?

Untuk lebih memperjelas permasalahan penelitiananadlkr permasalahan

tersebut secara skematik digambarkan sebagai beriku
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C.Variabel dan Definisi Konseptual
Variabel penelitian ini ada 3 (tiga), yakni: Penkiish Kewarganegaraan

(PKn), Pancasila, dan Jatidiri Bangsa. Variabekeleut diberikan definisi
konseptual sebagai berikut:
1. Pendidikan Kewarganegaraan

Secara konsepsional, definisi Pendidikan Kewargaraeg di Indonesia
adalah program pendidikan yang berintikan demokpeditik yang diperluas
dengan sumber sumber pengertahuan lainnya, penggsahgaruh positif dari
pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua y#&egemuanya itu
diorganisasikan dan disajikan secara psikologis itteah guna melatih siswa
untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bedak demokratis dalam
mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkanaB#a dan UUD NRI
1945 (Numan Somantri, 2001:299). Pendidikan Kewaggaraan yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Pendidikewarganegaraan disingkat
PKn di sekolah sebagaimana terdapat dalam Stasd@Pdrmendiknas No. 22
Tahun 2006). Mata pelajaran Pendidikan Kewargamegai(PKn) merupakan
tindak lanjut dari muatan wajib kurikulum pendidikkewarganegaraan yakni
pendidikan yang mengembangkan semangat kebangaaarnda tanah air (Pasal
37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 beserta peajeigs).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang Kkajiamg yaersifat
multidimensional mempunyai peran tidak hanya sat®endidikan
kewarganegaraan memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu aggh program kurikuler,

program sosial kultural dan sebagai kegiatan akddenPendidikan

28



Kewarganegaraan dalam statusnya sebagai prograkulkurmempunyai peran
antara lain; sebagai pendidikan nilai moral, peikdid demokrasi, pendidikan
kebangsaan, pendidikan bela negara, pendidikan nmukdan pendidikan
kewarganegaraan.

2. Pancasila

Pancasila secara harafiah berasal dari bahasa kBaasePanca yang
berarti lima dan Sila yang berarti prinsip. Parleaberarti lima prinsip (Faisal
Ismail, 1999: 3). Istilah Pancasila telah digunakdéeh Empu Prapanca dalam
buku Negarakertagama dan Empu Tantular dalam bwkas@&ma sebagai lima
prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyair @iglak melakukan lima
pantangan yakni kekerasan, mencuri, dendam, bohd&g, minum-minuman
keras (Darji Darmodiharjo,1981:15).

Dalam konteks bernegara Indonesia, istilah Parecaidemukakan oleh
Soekarno ketika berpidato di depan sidang Badanyefdik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tangghinl 1945. Pidato yang
berisikan lima prinsip untuk dimaksudkan sebagasadanegara Indonesia
merdeka di kelak kemudian hari itu dinamakan “PaBda’. Dikatakan oleh
Soekarno, panca berarti lima, sila artinya asas @aar, dan di atas kelima dasar
itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dbada (Saafroedin Bahar &
Nanie Hudawatie, 1998: 101). Dalam sejarahnya RBaacgang dibicarakan pada
sidang BPUPKI tersebut disepakati dan diangkat pketathe founding fathers

sebagai dasar negara Indonesia melalui keputusataFRersiapan Kemerdekaan

29



Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Adapumusan Pancasila yang
berisikan lima prinisp (nilai) tersebut, sebagaiké:
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksandalam
permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Secara konseptual Pancasila yang dimaksudkan gedaelitian ini adalah
lima sila Pancasila sebagaimana tertuang dalam #Hexrab UUD NRI 1945 yang
pada hakekatnya merupakan 5 (lima) nilai yang ddapya dapat dikembangkan
sebagai cerminan jatidiri bangsa.

3. Jatidiri bangsa

Jatidiri merupakan terjemahandividuality, speciality, atribute, feature,
dan identity adalah suatu kualitas yang menentukan suatu dwdigtau entitas,
sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatudgrizeng membedakan dengan
individu atau entitas yang lain. Kualitas yang ngaimgbarkan suatu jatidiri
bersifat unik, khas, yang mencerminkan pribadivitili atau entitas dimaksud.
Jatidiri akan mempribadi dalam diri individu atantitas yang akan selalu nampak
dengan konsisten dalam sikap dan perilaku indiddiam menghadapi setiap

permasalahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisial EtB88:353) ataupun
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Edisi Il (1995: 404) jatidiri berarti ciri-ciri, gabaran, atau keadaan khusus
seseorang atau suatu benda; identitas. Jatidiait dbegparti identitas.

Konsep jatidiri secara tepat memang diterapkan patananusia sebagai
individu, namun secara analog kata “jatidiri” dapaja diterapkan pada diri suatu
bangsa sebagai kelompok manusia sehingga munitaih igttidiri bangsa. Secara
garis besar jatidiri memuat tiga aspek yaitu kegafin, keunikan, dan identitas
diri (Hardono Hadi, 1994:66). Jatidiri ada yangdifat individual dan kolektif
(bangsa dan negara). Secara konseptual yang dichg&sdiri bangsa dalam
penelitian ini adalah identitas atau karakter bangsng merupakan komunitas

dari individu-individu di dalamnya.

D. Tujuan Penélitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan mengkaji, gaealisis, dan
mengorganisasikan isi atau muatan Pancasila yangplémentasikan melalui
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai prograukulker di sekolah sebagai
upaya mengembangkan jatidiri bangsa. Secara khpenslitian ini bertujuan:
a. Mengkaji dan menganalisis informasi empirik argutagh tentang muatan
Pancasila sebagai materi dari Pendidikan Kewargaaag (PKn).
b. Menemukan dan mengorganisasikan informasi empngkiraentatif tentang
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) aebiagplementasi

Pancasila di sekolah dalam rangka mengembangkdimijaaingsa.
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c. Menemukan dan mengorganisasikan informasi teoktkseptual tentang
rumusan jatidiri bangsa yang berlandaskan nil@iniPancasila dalam

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

E. Signifikans dan Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Pancasila Miel&endidikan
Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Upaya Mengembandgkiddiri Bangsa ini
penting untuk dilakukan oleh karena beberapa hal.

Pertamabahwa Pancasila sebagai sistem nilai yang tekigéat sebagai
dasar negara membutuhkan implementasinya dalandkgdm. Sebagaimana
dinyatakan oleh Kholid Santosa (2004:106), bahwapap bentuk dasar negara
yang dipakai oleh suatu negara tidak akan berndpa-apa jika tidak
ditindaklanjuti dengan penerapan dan pengamalarascangguh-sungguh dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara baik oleh rakgaipun penyelenggara
negara bernegara.

Kedua, implementasi Pancasila dapat dilakukan mielarbagai cara,
salah satunya melalui pendidikan, sebagaimana akfiat Kaelan (2007:15)
bahwa kontekstualisasi dan implementasi Pancasland dunia pendidikan
adalah hal yang paling strategis. Bahwa negarashagaanggung jawab untuk
senantiasa membudayakan Pancasila melalui pendididancasila di semua
lingkungan lingkungan dan tingkatan secara sadagntana, dan terlembaga
(Deklarasi Bulaksumur, 2009). Dengan demikian pd&ikdn yang memuat

Pancasila menjadi hal penting untuk dilakukan.
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Ketiga bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memilikiakaerat
dengan Pancasila. Pancasila baik sebagai ideologiddsar negara merupakan
bagian dari ontologi PKn (Sapriya, 2007:156). Sec&ontekstual sistem
pendidikan kewarganegaraan (spkn) di Indonesiandgreihi oleh aspek-aspek
pengetahuan intraseptiin{raceptive knowledgeberupa agama dan Pancasila
(Numan Somantri, 2001 164)Core dari pendidikan kewarganegaraan di
Indonesia adalah pendidikan Pancasila (Puskur, :2D0Dengan demikian,
penting untuk diketahui implementasi Pancasila heRKn.

Keempat, isi atau muatan Pancasila yang disos#{ma kepada warga
dapat digunakan untuk membangun identitas atadirjabangsa, oleh karena
Pancasila diakui menjadi dasar bagi pembangunamtita® bangsa Indonesia
(HAR Tilaar, 2007:183) dan merupakan salah satwrdari identitas itu sendiri
yaitu nilai-nilai yang dikonstruksikan dalam budapasional (Sastrapetedja,
2007:36).

Kelima, isi Pancasila dalam pendidikan kewargareagardi Indonesia
masih menghadapi kelemahan. Kelemahan atau kegapafadidikan Pancasila
dapat terjadi oleh karena kelemahan dalam hal reefoeimbelajaran yang
cenderung indoktrinatif dan juga muatan Pancasilasendiri yang cenderung
ditafsirkan sebagai sarana untuk melegitimasi kekal yang ada. Azis Wahab
dan Sapriya (2007:298) menyatakan pendidikan Paacgsng termuat dalam
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKmntet®94 memiliki
kelemahan, antara lain: 1) kurikulumnya banyak da&aoleh perspektif atau

kepentingan pemerintah dengan mengatasnamakantike@ennegara, 2) topik-
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topik yang diangkat lebih mengedepankan penguadndukan pemerintah yang
berkuasa, dan 3) PPKn lebih dijadikan sarana pémdicpolitik yang cenderung
“sepihak” dan “monolog” untuk mendukung kelanggengade yang berkuasa.
Kritik terhadap pendidikan Pancasila antara laubssansinya dianggap idealis
dan utopis, terlalu indoktrinatif, monoton, sarap&ntingan penguasa, materinya
terjadi pengulangan semata, dan hanya menjadikemganenghafal tetapi tidak
melaksanakan (Listiono Santosbal, 2003:19-20). Pendidikan kewarganegaraan
dalam label Pendidikan Pancasila dan KewarganegdRRKn) telah berfungsi
sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekufga@hson AR, 2003:1).
PPKn dengan memasukkan materi butir-butir P4 tetanciptakan model
pendidikantop down dalam pembentukan kebajikan warga negara (Samsuri,
2010:14).

Keenam, konsep tentang Pancasila itu sendiri mi@ntikragam status,
makna, dan tafsiran. Pemikiran Pancasila sejakni@sia merdeka menunjukkan
adanya heterogenitas pandangan dan status yanghukaj€ranarka, 1985:335-
349). Pada masa sekarang muncul pula beragam pmrdaentang Pancasila
sehingga menjadikan “satu Pancasila beragam tgidian Huzaini, 2009: 83).
Menurut Kaelan (2002:46) memang terdapat berbagraggrtian, kedudukan dan
fungsi Pancasila yang masing-masing harus dipakasuai dengan konteksnya.
Oleh karena itu, layak dipertanyakan akan statadnan, dan tafsir manakah yang
dapat dijadikan materi dalam Pendidikan Kewargarsga

Ketujuh, sepanjang pengetahuan penulis, sampairsdsium ada kajian

akademik yang secara khusus menganalisis dan mskamunuatan Pancasila
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dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekotkalian dengan upaya

mengembangkan jatidiri bangsa, mengingat pengaldraawa muatan Pancasila

selama ini selalu menjadi salah satu isi PKn.

Berpijak dari hal di atas, menjadikan penelitianp@nting untuk dilakukan
dengan menfokuskan pada dua kegiatan, yaitu meligjanadan
mengorganisasikan muatan Pancasila dalam Pendi#ikararganegaraan serta
merumuskan konsep jatidiri bangsa yang berlandasikaimilai Pancasila.

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan alal
a. Secara teoretis, memberi pengetahuan tentang imeptasi nilai-nilai

Pancasila melalui PKn sebagai upaya mengembanglédimijbangsa.

b. Secara teoretis, memberi pengetahuan tentang rijatidingsa riational
identity) yang berbasiskan nilai Pancasila.

c. Secara praktis, pengetahuan tentang implementasaBiéa dalam PKn dapat
dituangkan dalam wujud bahan ajar pengayaan PKg yapat digunakan
guru PKn dalam pembelajarannya di sekolah.

d. Secara praktis, rumusan tentang jatidiri bangs®@dseskan nilai Pancasila
dapat dijadikan indeks jatidiri bangsa yang bisgudakan untuk mengukur

tingkat jatidiri bangsa sesuai dengan konteksnya.

F. Metode Pendlitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ahdgualitative
research yang bercirikanrelies on the views of participants; asks broadagal

questions; collects data consisting largely of weoKdr text) from participants,
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describes and analyzes these words for themes,canducts the inquiry in a
subjective, biased manner{John W. Creswell, 2008:46)Sedangkan untuk
desainnya menggunakagrounded theory desiggaitu “systematic qualitative
procedures that researcher use to generate a génexplanation (called a
grounded theory) that explain a process, action,jmeracting among people”
(John W. Creswell, 2008; 61). Penggunaan kualidihgan desaigrounded
dikarenakan datanya bersifat deskriptif, bertujuatuk menggambarkan realitas,
berusaha memperoleh pemahaman makna atas dataemisrggkan tema, dan
berupaya menemukan teori yang dibangun dari daknik pengumpulan data
menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendaldept (interview,
kelompok diskusi terfokus ataeocus Group Discussio(FGD), dan observasi.
Teknik pemeriksaan data guna mendapatkan keabdaarakan triangulasi data
atau sumber damember checkAnalisa data menggunakan analisis induktif
sebagaimana dikemukakan oleh Patton (1990; 390 d&hnductive analysis
means the pattern, themes, and categories anatysise from the data; they
emerge out of the data rather than being imposethem prior to data collection

and analysi%

G. Lokas dan Sampel Penelitian

Lokasi atau latar penelitian di Sekolah Menengahtafe (SMP) di
Surakarta yang melaksanakan pembelajaran PKn.imBarigan pemilihan latar
penelitian pada pembelajaran PKn di jenjang SMR ké&ena buku sumber yang

dijadikan rujukan materi Pancasila adalah buku P¥il terbitan Pusat
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Perbukuan tahun 2008 yang telah ditetapkan seliagal Sekolah Elektronik
(BSE) dan telah berlaku luas pada jenjang SMP dbresia. Dengan demikian
diasumsikan guru PKn menggunakan buku tersebugaebamber pembelajaran
di kelas. Pemilihan sampel pembelajaran PKn disk@ajang SMP nantinya
akan ditentukan juga dengan mempertimbangkan kegkpuan waktu, tenaga
dan biaya.

Sumber data terdiri dari tiga yaitu teks atau dogmminforman atau
partisipan, dan peristiwa atau kejadian. Sampe€tlgen dalam kualiatif yaitu
informan meliputi pakar dan guru PKn. Pemiliharomian pakar dipilih melalui
selectivedan bersifatpurposeful samplingJohn W. Creswell, 2008:214). Dengan
teknik ini peneliti berusaha memilih dan menyelekdorman pakar sampai
dihasilkan informasi yang kaya ataunformation ricH (Patton, 1990:169).
Sampel guru PKn adalah sejumlah guru PKn yang mk#ak pembelajaran
materi Pancasila di kelas dan teramati melalui mase Informan pakar meliputi

pakar bidang Pancasila, bidang PKn, dan bidanaféils
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